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Reorientasi Anggaran Pendidikan
vang Berkeadilan

Rekomendasi Hasil Kajian Anggaran 20 Daerah Tahun 2016

Temuan Utama:

1.

Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota
belum menerapkan kebijakan wajib
belajar 12 tahun sebagai prioritas,
melalui integrasi pendidikan dasar dan
pendidikan menengah

. Kebijakan pendidikan dasar tidak

responsif terhadap pemenuhan hak
penyandang disabilitas secara setara
dan berkeadilan

. UU No. 23 tahun 2014 telah mereduksi

kebijakan wajib belajar 12 tahun di
tingkat kabupaten/ kota. Karena
pendidikan menengah hanya menjadi

kewenangan pemerintah provinsi

. Anggaran pendidikan yang dialo-

kasikan dalam APBD tahun 2016 telah
mencapai rata-rata 32,6 persen

. Program pendidikan dasar hanya

mendapatkan alokasi rata-rata sebesar
6,1 persen dari total belanja pendidikan

. Alokasi anggaran untuk membiayai

program pendidikan Non-Formal
hanya sebesar rata-rata 0,2 persen dari

total belanja pendidikan

. Penyelenggaraan

Rekomendesai:

1.

Pemerintah daerah kabupaten/ kota
memfokuskan Kkebijakan anggaran
pendidikan untuk pemenuhan wajib
belajar pendidikan dasar sembilan
tahun

. Penggunaan anggaran pada pro-

gram wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun harus diorientasikan
sepenuhnya untuk pemenuhan infras-
truktur, aksesibilitas dan pengendalian
mutu

pendidikan non
formal di daerah kabupaten/ kota
harus diprioritaskan kepada satuan
pendidika yang menunjang percepatan
pemenuhan APM Pendidikan Dasar

hingga 100 persen

Program pendidikan nonformal di
daerah harus didukung dengan alokasi
anggaran yang memadai

Pemerintah daerah kabupaten/ kota
harus melakukan efisiensi program
yang tidak terkait langsung dengan
penyelenggaraan urusan pendidikan
sebesar 50 persen, untuk direalokasi
pada program pendidikan nonformal



2 ducotion @

SJLKOL{,QQIH R C )

‘//E/ﬂ 2 ducotion LTE a : ﬁm
ONS (d ORg an iZation)
SR e R SR 5

fheeé/%

3 /T o (T

GjNEw

'NDONESIA

@O
e;.\x:_,,f;\ ,




Reorientasi
Anggaran Pendidikan
vang Berkeadilan

Rekomendasi Hasil Kajian Anggaran 20 Daerah
Tahun 2016

& A. PENDAHULUAN

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, Angka Partisipasi Kasar (APK)
program wajib belajar sembilan tahun baru mencapai 98,11 persen atau 12,7
juta anak. Realisasi data UNICEF menyebutkan dalam 20 tahun terakhir rasio bersih
anak usia sekolah di tanah air mencapai 94 persen. Meski demikian, di tanah air hingga
kini masih sangat banyak anak-anak usia 7-15 tahun atau usia sekolah yang belum sempat
mengenyam pendidikan.

Tingginya anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan angka putus sekolah di tanah
air membuat tingkat Indonesia turun dalam indeks pembangunan pendidikan untuk
semua (education for all) dari badan dunia yang mengurusi pendidikan, UNESCO.
Tahun 2011 sebanyak 527.850 anak atau 1,7 persen dari 31,5 juta anak sekolah dasar putus
sekolah. Kondisi demikian membuat peringkat Indonesia turun ke posisi 69 dari 127
negara. Tahun lalu peringkat Indonesia ada pada posisi 65. Faktor lain adalah tingginya
angka buta huruf nasional yang masih lebih tinggi dari 7 persen turut mempengaruhi
peringkat Indonesia.

Penyelenggaraan pendidikan secara adil dan merata merupakan kewajiban
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat
(2) dan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal
34 ayat (2) telah menjamin seluruh warga Negara untuk mengikuti pendidikan dasar,
tanpa terkecuali, dengan seluruh pembiayaannya disediakan oleh pemerintah, termasuk
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota.



Frasa ‘setiap warga negara’ yang disebutkan dalam konstitusi merupakan kata kunci
atas kewajiban pemerintah dan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan pendidikan
untuk semua (education for all), tanpa membedakan jenis kelamin, perbedaan status
sosial dan ekonomi, perbedaan usia, serta perbedaan keadaan fisik.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 sebagai
ruang diskresi dan inovasi kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan atau
meningkatkan jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Kebijakan ini
faktanya belum terealisasi secara optimal, karena hingga tahun 2015, tercatat angka anak
putus sekolah mencapai 4.489.000 siswa. Dari jumlah tersebut, 1,6 jutanya adalah siswa
usia sekolah menengah.

Padatahun 2012 pemerintah akhirnya mulai merintis program wajib belajar pendidikan
dasar 12 tahun yang dipersiapkan implementasinya pada tahun anggaran 2014. Terdapat
dua upaya yang ditempuh yaitu pertama menambahkan alokasi Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMA/SMK/MA supaya wajib belajar 12 tahun dapat terwujud, dan kedua
menyiapkan revisi UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sampai
saat ini upaya kedua tersebut belum berhasil dicapai, sehingga rintisan pendidikan dasar
12 tahun masih tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Upaya memperluas pemenuhan pendidikan dasar sampai dengan 12 tahun tersebut
semakin sulit direalisasikan di tingkat kabupaten/ kota setelah terbitnya Undang-
Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada matriks pembagian
urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah
kabupaten/ kota disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan menengah hanya menjadi
kewenangan daerah provinsi. Setelah melewati masa transisi sampai akhir tahun 2016,
maka kebijakan anggaran pendidikan tahun 2017 dan seterusnya, daerah kabupaten/ kota
tidak akan lagi dapat mengalokasikan anggaran untuk program pendidikan menengah
untuk diintegrasikan dengan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar melalui jalur formal yang tidak
memberikan kontribusi signifikan terhadap terpenuhinya Angka Partisipasi Murni
(APM) secara cepat, harus ditopang oleh jalur pendidikan non-formal berbasis peran
serta masyarakat. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang
memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau
pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan
formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh
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Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Peran pemerintah daerah dalam melakukan pemenuhan wajib belajar pendidikan
dasar melalui jalur formal dan nonformal harus diwujudkan melalui komitmen kebijakan
pembangunan dan kebijakan anggaran yang memadai dan optimal. Untuk mengetahui
kualitas kebijakan di tingkat daerah, maka NEW Indonesia sebagai bagian dari jaringan
organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk pemantauan pendidikan, melakukan
inisiatif melalui kajian secara kualitatif terhaap kebijakan anggaran pendidikan tahun
2016 pada 20 kabupaten/ kota.

Tujuan akhir dari pelaksanaan kajian ini adalah untuk memberikan opsi perbaikan
kebijakan pendidikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/
kota. Salah satu aspek vital dari kebijakan tersebut adalah berkaitan dengan reorientasi
kebijakan anggaran agar lebih tepat sasaran, berkontribusi terhadap pencapaian target
pemenuhan APM, efisien, efektif dan akuntabel.

B. KERANGKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERKEADILAN

ndang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap warga
Unegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”
Untuk merealisasikan ini, pemerintah mengesahkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan
bahwa, “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar
minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”

Agar efektif pelaksanaannya sampai tingkat daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota,
Pemerintah juga telah memperkuat dasar hukum pelaksanaan program Wajib Belajar
12 tahun melalui PP No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Dalam PP ini ditegaskan
bahwa Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga
negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pada pasal 13 UU No. 20 tahun 2003 juga dijelaskan bahwa jalur pendidikan terdiri
atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan
memperkaya. Ketiga jalur pendidikan tersebut satu kesatuan sub sistem untuk mencapai
tujuan pendidikan nasional.

Menurut Hamojoyo, pendidikan nonformal adalah usaha yang terorganisir secara
sistematis dan kontinyu di luar sistem persekolahan melalui hubungan sosial untuk

membimbing individu, kelompok, dan masyarakat agar memiliki sikap dan cita-cita sosial
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(yang efektif) guna meningkatkan taraf hidup di bidang materiil, sosial, dan mental dalam
rangka usaha mewujudkan kesejahteraan social” (Hasbullah, 2015:134).

Pasal 26, ayat 2 UU Sisdiknas tersebut bahkan dinyatakan bahwa “pendidikan
nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada
penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional.” Ini berarti bahwa pendidikan
non formal mendapatkan keleluasaan untuk mengembangkan SDM masyarakat
dan memasyarakatkan budaya baca dalam memperkuat dan meningkatkan kualitas
pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk kehidupan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan PP No. 17 tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menguraikan secara operasional
bahwa penyelenggaraan pendidikan nonformal berprinsip kepada dari, oleh dan untuk
masyarakat. Kelompok Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan
dua dari lima satuan pendidikan pendidikan nonformal, yang paling relevan terhadap
pemenuhan APM pendidikan dasar 100 persen. Hal itu sebagaimana dijelaskan peraturan
pemerintah tersebut khususnya pada pasal 104 ayat (3) dan (4), serta pada pasal 105
ayat (5) dan (6), yang secara garis besar menyebutkan bahwa peserta didik yang telah
menyelesaikan kegiatan pembelajaran di Kelompok Belajar dan PKBM dapat mengikuti
ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal, dan dapat memperoleh ijazah
sesuai program yang diikutinya.

Konsep pendidikan untuk semua (education for all) secara gratis telah dijamin di
dalam UUD 1945, sedangkan pilihan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang responsif
terhadap berbagai kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan sosial, ekonomi,
dan fisik juga telah diatur oleh UU No. 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah tentang
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Diagram 1 - Kerangka Regulasi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal

UUD 1945
Pasal 31

PP 47/2008 UU 20/2003 Uu 17/2010
Pasal 7 (4) Pasal 13, 26, 31 Pasal 100, 104, 105
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Saat ini pemerintah daerah harus mampu melakukan inovasi dan pembaharuan
strategiagar programwajib belajar dan program pendidikan nonformal dapat berkontribusi
terhadap pemenuhan APM secara signifikan. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah
melalui penyelarasan penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk menampung selisih
jumlah warga Negara yang tidak terlayani pendidikan melalui jalur formal, khususnya
pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Pekerjaan rumah terbesar yang juga harus direspon dalam kebijakan pendidikan
daerah adalah penerapan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan dasar. Pemerintah
daerah sudah seyogyanya merevitalisasi secara cepat kesiapan satuan pendidikan dalam
mengakomodasi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Sehingga pemerintah daerah
tidak perlu lagi membedakan satuan pendidikan reguler dengan satuan pendidikan luar
biasa. Pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus harus diintegrasikan
dalam satuan pendidikan reguler.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan daerah menuju kebijakan pendidikan inklusif
harus dilakukan dengan beberapa tahapan: Pertama, penerbitan peraturan daerah tentang
penyelenggaraan pendidikan dasar inklusif; Kedua, revitalisasi infrastruktur sekolah dan
kegiatan belajar mengajar menjadi lebih responsif terhadap peserta didik berkebutuhan
khusus; dan Ketiga, penyiapan sumberdaya pendidik yang menguasai kemampuan untuk
memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

& C. MENGURAI REALITAS KESENJANGAN PENDIDIKAN

Kualitas pengelolaan pendidikan di 20 kabupaten/ kota dapat diukur melalui
indikator integrasi pendidikan dasar dan pendidikan menengah, angka
partisipasi murni (APM), pemenuhan dan kelayakan ruang kelas, dan pelaksanaan
pendidikan nonformal .

Penyelenggaraan program wajib belajar
Penyelenggaraan pendidikan dasar di seluruh daerah masih
program wayjib belajar diorientasikan pada jenjang sembilan tahun.

pendidikan dasar di Di dalam program satuan kerja perangkat
seluruh daerah masih daerah (SKPD) yang bertanggungjawab

diorientasikan pada terhadap penyelenggaraan urusan pendidikan,

jenjang sembilan tahun masih menggunakan numenklatur pendidikan
" dasar sembilan tahun. Otomatis program
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pendidikan menengah masih dipisahkan dari program wajib belajar pendidikan dasar,

yang seharusnya sudah dapat diintegrasikan sejak tahun 2014, sebagaimana komitmen

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode pemerintahan sebelumnya.

Tabel 1 — Bentuk Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Daerah

Daerah

Aceh Besar

Kota Banda
Aceh

Serdang
Bedagai

Bengkalis

Kota
Palembang

Bandung
Sukabumi

Kota
Sukabumi

Cilacap

Kebumen

pendidikan dasar

Wajad Wajar Wajar Wajar
Dikdas 9 Dikdas 12 Daerah Dikdas 9 Dikdas 12
tahun tahun tahun tahun
X Kota X )
Pekalongan

X Gunung Kidul X -

X Bojonegoro X -

X Kota Malang X -

X Mempawah X -
Maros X -
Jembrana X -
Lombok

X . X -
Timur

X Kupang X -
Kota Pare-

X X -
pare

Sumber: APBD tahun 2016; diolah NEW Indonesia

Indikator APM

sembilan tahun
merupakan akumulasi
perhitungan dari rata-
rata APM SD sederajat

dan rata-rata APM SMP

sederajat.

Indikator APM pendidikan dasar sembilan
tahun merupakan akumulasi perhitungan dari ra-
ta-rata APM SD sederajat dan rata-rata APM SMP
sederajat. Berdasarkan data yang dirilis pemerin-
tah tahun 2016, saat ini rata-rata APM SD sedera-
jat di 20 daerah baru mencapai 95,60 dengan nilai
tertinggi 98,53 dan nilai terendah 90,20. Sedang-
kan rata-rata APM SMP sederajat justru lebih
rendah, yaitu sebesar 82,69 dengan nilai tertinggi
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98,22 dan nilai terendah 66,31.

Pencapaian kinerja ini menunjukkan bahwa masih tingginya jumlah masyarakat
usia pendidikan dasar yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan secara optimal.
Dalam hal ini Kabupaten Cilacap merupakan daerah dengan realisasi APM SD terendah,
dan Kabupaten Mempawah dengan APM SMP terendah. Adapun satu-satunya daerah
yang berhasil mencapai APM SD dan APM SMP tertinggi adalah Kabupaten Jembrana.

Grafik 1 - Realiast APM SD Sederajat dan APM SMP Sederajat

100,00
90,00 95,60
80,00
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60,00

50,00

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
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KKab. Bojonegoro
Kab. Clacap
KKab. Gunung Kidul
Kab. Kupang

Kab. Lombok Timur
Kab. Maros

Kab. Mempawah

Kab. Jembrana
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KKab. Kebumen
Kab. Sukabumi
Kota Banda Aceh
Kota Malang
Kota Palembang
Kota Pare-pare
Kota Pekalongan
Kota Sukabumi

m APM SD Sederajat B APM SMP Sederajat m Rerata APM SD Sederajat M Rerata APM SMP Sederajat

Jumlah siswa SD di 20 kabupaten/ kota adalah sebesar 2.032.295 orang,
sedangkan jumlah siswa SMP sebesar 821.711 orang. Berdasarkan Peratur-
an Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditetapkan bahwa setiap 32 orang siswa
SD harus memiliki satu ruang kelas, dan setiap 36 orang siswa SMP harus

memiliki satu ruang kelas.
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Ketersediaan ruang kelas SD dalam keadaan baik dan layak di 20
daerah lokasi kajian baru mencapai 24,5 persen, dan ruang kelas SMP
27,9 persen dari kebutuhan. Hasil perhitungan menggunakan SPM tersebut di atas,
menghasilkan bahwa sesungguhnya jumlah kebutuhan ruang kelas yang seharusnya
disediakan dengan kondisi baik dan layak untuk SD adalah 63.509 buah, dan untuk SMP
22.825 buah. Artinya masih terdapat selisih kurang ruang kelas yang harus dipenuhi oleh
pemerintah daerah sebesar 47.936 buah atau 75,5 persen untuk ruang kelas SD, dan
sebesar 16.228 buah atau setara 72,1 persen untuk ruang kelas SMP.

Kurangnya ketersediaan infrastruktur ruang kelas yang memadai sesuai dengan
SPM menjadi indikator utama rendahnya kualitas layanan pendidikan dasar di tingkat
kabupaten/kota. Hal ini juga sejalan dengan hasil kajian New Indonesia (2015) yang
menemukan fakta bahwa rendahnya tingkat partisipasi siswa, khususnya di tingkat SMA/
sederajat salah satunya disebabkan oleh minimnya ketersediaan infrastruktur sekolah
dan sulitnya keterjangkauan. Secara nasional terdapat fakta yang menjelaskan bahwa
35 siswa SLTA (SMA/SMK/MA) harus menempuh perjalanan lebih dari 4 (empat)
kilometer menuju lokasi sekolah.

Program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun

E iib Belai yang dicanangkan pemerintah tidak dapat
rogram Wajl elajar menjangkau secara baik terhadap kelompok

(Wajar) 12 tahun yvang  disabilitas. Amanat negara untuk memberikan

di k . h jaminan dan pemenuhan pendidikan terhadap
ICanangkan pemerin ta kelompokdiffabel secarajelastelah termaktub

tidak dapat menjangkau dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997

baik had tentang Penyandang Cacat. Khususnya pasal
secara balk terhada P 6 ayat 1 yang berbunyi, “Setiap penyandang

kelompok disabilitas. cacat berhak memperoleh pendidikan pada

semua satuan, jalur, jenis dan jenjang
pendidikan”. UU tersebut sudah diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10a yang menyatakan bahwa: “Hak pendidikan
untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu
pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara
inklusif dan khusus”™.

Meskipun mandat tersebut secara mengikat harus dijalankan pemerintah untuk

melakukan intervensi pada sektor pendidikan agar bersedia mengakomodir kelompok
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disabilitas, namun realitasnya kelompok rentan (vulnerable groups) tersebut, khususnya
yang masih berusia anak-anak belum dapat mengakses pendidikan pada semua jenis,
jalur dan jenjang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada
2014 mencatat bahwa hanya 46 persen dari 354.707 anak-anak berkebutuhan khusus
(disabilitas) yang dapat mengakses pendidikan. Dari jumlah tersebut menurun menjadi
29% pada rentang usia 13-15 tahun. Kemudian 16% saja yang mengakses pendidikan
menengah ke atas (SMA)!. Bahkan Menteri Sosial Khofifah Indarparawangsa, dengan
mengacu data Susenas BPS 2012, menyayangkan jumlah anak disabilitas yang bisa
menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) hanya mencapai 5 persen. Artinya, akses
program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun yang dicanangkan pemerintah tidak dapat
menjangkau secara baik kalangan disabilitas.

Lembaga pendidikan untuk kelompok disabilitas sebagian besar
dikelola oleh pihak swasta. Menurut data yang dirilis Direktur Pembinaan
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Kemendikbud tahun 2016, bahwa
empat daerah lokasi kajian yaitu Mempawah, Jembrana, Kupang, dan Kota Pare-Pare
hanya memiliki satu buah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan satu daerah lainnya yaitu Aceh
Besar bahkan tidak memiliki lembaga pendidikan khusus tersebut. Berdasarkan data
yang sama juga mengindikasikan bahwa hampir seluruh SLB yang ada di 20 Kabupaten/
kota tersebut dikelola secara mandiri oleh pihak swasta.

Dari total 116 SLB yang menyebar di 20 Kabupaten/kota tersebut, sebanyak 98
SLB atau setara dengan 84 persen dikelola oleh pihak swasta. Contohnya SLB yang
dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta adalah 41 buah di Kabupaten Bandung, 7 buah
di Kabupaten Bojonegoro, dan 4 buah di Kota Banda Aceh. Data ini menjadi bukti kuat
jika akses pendidikan yang gratis bagi kelompok disabilitas, sebagaimana dimandatkan
oleh undang-undang masih jauh dari kenyataan. Masyarakat tidak punya pilihan
selain membayar kepada pihak swasta jika ingin mengakses pendidikan yang mereka
sediakan. Minimnya keberadaan dan penyebaran SLB dan sekolah inklusi, khususnya
yang disediakan oleh pemerintah, telah menyebabkan warga disabilitas sangat sulit
mengakses pendidikan.

Ditambah lagi, sekolah untuk penyandang disabilitas mayoritas berada di wilayah
perkotaan, sehingga sulit dijangkau mereka yang di pedesaan. Kondisi kelas yang
kebanyakan rusak juga semakin memperparah sulitnya aksesibilitas peserta didik
disabilitas terhadap pendidikan yang berkualitas dan layak. Dari 1344 ruang kelas SLB

1 Data tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Pendidikan
Dasar (Dikdas) Mudjito AK (22/9/2014)
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yang ada dan menyebar di 20 kabupaten/kota tersebut, hanya ada 494 ruang kelas yang
dalam kondisi baik. Sisanya dalam kondisi rusak, yaitu rusak ringan 683 ruang kelas,
rusak sedang 52 kelas, dan dalam kondisi rusak parah 115 kelas.

D. Kualitas Kebijakan Anggaran

omitmen pemerintah daerah terhadap upaya percepatan, perluasan dan

emerataan pemenuhan pendidikan dapat diukur melalui arah kebijakan
anggaran setiap tahun. Secara mengikat konstitusi Negara yaitu UUD 1945 pasal 1
ayat (4) telah memberikan mandat kepada pemerintah dan pemerintah daerah agar
mengalokasikan paling sedikit 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi
penyelenggaraan pendidikan nasional.

Rerata alokasi anggaran pendidikan tahun 2016 di 20 kabupaten/
kota lokasi kajian mencapai 32.6 persen. Terdapat tiga daerah yang telah
mengalokasikan hampir setengah dari total belanja daerah untuk membiayai urusan
pendidikan, yaitu meliptui Kabupaten Gunung Kidul 44.7 persen, Kota Palembang 44
persen, dan Kabupaten Kebumen 40 persen. Adapun dua daerah yang mengalokasikan
paling rendah adalah Kabupaten Bengkalis sebesar 22.8 persen dan Kabupaten Kupang
23 persen. Seluruh daerah telah mengalokasikan lebih dari ketentuan minimal 20 persen
anggaran pendidikan terhadap total belanja daerah sebagaimana diatur oleh Konstitusi
dan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Program Wajib Belajar (Wajar)
12 tahun yang dicanangkan
pemerintah tidak dapat
menjangkau secara baik terhadap
kelompok disabilitas.
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Grafik 2 - Anggaran Pendidikan dan Proporsinya Tahun 2016

Anggaran Pendidikan dan Proporsinya, 2016
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Meskipun anggaran pendidikan daerah telah melampaui angka 20 persen dari total
APBD, akan tetapi orientasi penggunaannya masih fragmented atau belum terfokus
terhadap upaya penyelesaian dua permasalahan mendasar pendidikan di daerah yaitu
aksesibilitas serta pemenuhan infrastruktur yang layak, aman dan sesuai standar nasional.
Besarnya anggaran yang dialokasikan tersebut sebagian hanya untuk memenuhi
kebutuhan biaya gaji tenaga pendidik yang menyerap rata-rata 27,9 persen dari rata-rata
anggaran pendidikan 32,6 persen. Sehingga sisa anggaran yang dapat dipergunakan
untuk membiayai program dan kegiatan hanya tinggal rata-rata 4,7 persen.

Jumlah anggaran yang relevan terhadap penyelenggaraan pendidikan
hanya sebesar rata-rata 4,3 persen dari total belanja daerah. Proporsi
rerata anggaran pendidikan pada 20 kabupaten/ kota yang telah mancapai 32,6 persen
tersebut, yang memiliki orientasi terhadap upaya pemenuhan aksesibilitas, pembangunan
infrastruktur, bantuan, dan manajemen pendidikan hanya sebesar 4,3 persen. Sedangkan
belanja untuk kegiatan administrasi, peningkatan kapasitas aparatur dan pelaporan juga
menyerap anggaran sebesar 0,4 persen. Sedangkan sisanya dengan proporsi mencapai
27,9 persen dipergunakan untuk membiayai belanja gaji tenaga pendidik dan pegawai

struktural sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya.
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Grafik 3 — Komposisi Belanja Urusan Pendidikan

Komposisi Belanja Urusan Pendidikan, 2016
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Temuan ini menjelaskan bahwa besarnya nominal dan proporsi anggaran pendidikan
yang dialokasikan pemerintah daerah tahun 2016 belum mampu berkontribusi terhadap
pemenuhan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pendidikan secara adil dan
berkualitas, serta tidak memberikan manfaat signifikan terhadap upaya pembangunan
maupun rehabilitasi infrastruktur pendidikan secara layak dan memadai. Program
wajib belajar pendidikan dasar hanya mendapatkan alokasi sebesar 6,1
persen dari total anggaran pendidikan. Jika dibandingkan dengan total belanja
urusan pendidikan, maka rata-rata proporsi anggaran untuk program wajib belajar di
20 kabupaten/kota adalah 6.1 persen atau setara dengan 45.6 persen dari total Belanja
Langsung. Meskipun masih terdapat dua daerah yang mengalokasikan anggaran Wajar
Dikdas lebih besar dari rata-rata daerah lainnya. Kota Malang mengalokasikan 15.4
persen dan Kota Pare-Pare sebesar 11.5 persen Namun demikian, mayoritas kabupaten/
kota masih mengalokasikan di bawah rata-rata. Contohnya, Kab. Kebumen yang hanya
mengalokasikan 1.5 persen. Kecilnya proporsi anggaran untuk membiayai program
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wajib belajar juga terjadi pada Kab. Lombok yang hanya mengalokasikan 1.9 persen pada
tahun 2016.

Proporsi belanja perbaikan ruang kelas masih sangat kecil
dibandingkan dengan total anggaran pendidikan tahun 2016. Meski
sebagian besar alokasi program Wajar Dikdas 9 Tahun telah dialokasikan untuk
pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur, jika dibandingkan dengan total alokasi
urusan pendidikan di masing-masing kabupaten kota, prosentasenya masih sangat kecil.
Hal itu sejalan dengan temuan dari hasil kajian anggaran infrastruktur pendidikan yang
pernah dilakukan oleh YAPPIKA-ActionAid di 10 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016
yang menyimpulkan bahwa rata-rata belanja pembangunan maupun rehabilitas ruang
kelas hanya mencapai 0,99 persen dari total anggaran pendidikan. Misalnya, Kabupaten
Maros hanya mengalokasikan belanja pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan
SMP sebesar 0.76 persen, Kota Banda Aceh juga hanya mengalokasikan anggaran 1,1
persen, dan sementara itu Kabupaten Mempawah juga baru mencapai 1,0 persen pada
tahun yang sama.

Rata-rata alokasi anggaran pada Program Pendidikan Non-Formal
hanya sebesar 0,2 persen dari total anggaran pendidikan. Dengan minimnya
sisa alokasi anggaran yang terdapat pada kelompok Belanja Langsung urusan pendidikan
akan berpengaruh juga terhadap minimnya alokasi belanja untuk pendidikan non
formal. Faktanya proporsi anggaran pendidikan non formal dibandingkan dengan total
belanja urusan pendidikan rata-rata hanya mencapai 0,2 persen. Jumlah anggaran yang
dialokasikan untuk PNF paling besar dialokasikan oleh Kabupaten Sukabumi yaitu 0,8
persen. Sementara setengah dari kabupaten/ kota yang diteliti hanya mengalokasikan
anggaran tidak lebih dari 0,1 persen dari total belanja urusan pendidikan.

Secara garis besar belanja pendidikan non formal dialokasikan untuk pendidikan
anak usia dini, kejar paket, pendirian taman bacaan, pemberantasan buta aksara, kegiatan
olahraga pemuda, lembaga kursus dan masih pada tataran pembinaan tenaga pendidik
non formal, sosialisasi dan rapat-rapat yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat.
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Grafik 4 — Persentase Anggaran Pendidikan Non-Formal

Persentase Total Anggaran PNF
dengan Belanja Urusan Pendidikan
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Satu pendidikan penyelenggara Pendidikan Non-Formal
bersertifikasi lebih banyak didominasi oleh lembaga kursus komersial.
Daritabel dibawah dapat dilihat bahwa masing-masing kabupaten/kota memiliki lembaga
kursus dan PKBM yang memadai. Bahkan beberapa daerah seperti Kota Palembang,
Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Kupang memiliki lebih dari
200 lembaga kursus dan PKBM. Dari jenis lembaga sebagian besar daerah memiliki lebih
banyak lembaga kursus dibandingkan PKBM. Hanya Kabupaten Sukabumi, Kabupaten
Gunung Kidul dan Kabupaten Maros yang jumlah PKBM lebih banyak dibandingkan
lembaga kursus. Sementara dari sisi kepemilikan pada lembaga kursus, dan inisiator
pada PKBM, semua lembaga tersebut merupakan milik swasta dan didirikan swadaya
oleh masyarakat.

Dari data tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada satupun lembaga pendidikan
non formal milik pemerintah. Selain itu juga lembaga pendidikan non formal yang selama
ini tersedia masih minim aksesibilitasnya karena berbayar (lembaga kursus) dan jika itu
gratis maka minim sertifikasi (PKBM). Maka dari itu pendidikan non formal sebenarnya
belum menyentuh kepada masyarakat yang benar-bener membutuhkan kecakapan dan
keterampilan hidup. Belum lagi berbicara mengenai akses pendidikan non formal bagi
penyandang disabilitas dan kelompok eksklusi lain.

Rekomendasi Hasil Kajian Anggaran 20 Daerah
Tahun 2016




Tabel 2 — Jenis Lembaga Penyelenggaran Pendidikan Non-Formal

Kab. Aceh Besar

Kota Banda Aceh ¢} 50 50 0 2 2 52
Zgg’i' Serdang Bed- 0 33 33 0 31 31 64
Kab. Bengkalis (6} 19 19 (0] 9 9 28
Kota Palembang 0] 426 426 (0] 31 31 457
Kab. Bandung 0 138 138 (0] 89 89 227
Kab. Sukabumi ¢} 106 106 0 145 145 251
Kota Sukabumi o 65 65 0 15 15 80
Kab. Cilacap (0] 198 198 () 26 26 224
Kab. Kebumen 0 81 81 0 31 31 12
Kota Pekalongan 0 24 24 0 4 4 28
Kab. Gunung Kidul ¢} 24 24 0 70 70 94
Kab. Bojonegoro 0 70 70 (0] 33 33 103
Kota Malang 0] 88 88 () 9 9 97
Kab. Mempawah 0 15 15 (0] 7 7 22
Kab. Maros 0 12 12 0 31 31 43
Kab. Jembrana ¢} 62 62 0 6 6 68
Kab. Lombok Timur o 62 62 0 63 63 125
Kab. Kupang 0] 603 603 (0] 14 14 617
Kota Pare-pare 0 64 64 0 8 8 72
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